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K egiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup.
Negara, sebagal pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesiatelah
memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk
mel aksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat
dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan danajaminan
reklamasi. Danajaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut
sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya
mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melaui perbandingan
dengan praktik di negaralain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum
lingkungan, pemegang izin pertambangan, danlnspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat
langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan
mengenai berbagal tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi
serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasal ahan tersebut antaralain, banyaknya
pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnyatelah
berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

...... Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state
control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through
statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. Asaform of internalizing
externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place
reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or
what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific
writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through
comparisons with practices in other countries, as well asinterviews with state administrative law experts,
environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are
directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various
challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on
reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit
holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a
reclamation guarantee fund.
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